BAB I
LANDASAN TEORI
A. Pembiayaan
1. Pengertian Pembiayaan

Istilah pembiayaan pada dasarnya lahir dari pengertian | belive, |
trust, yaitu ‘saya percaya’ atau ‘saya menaruh kepercayaan’. Perkataan
pembiayaan yang artinya kepercayaan (trust) yang berarti bank menaruh
kepercayaan kepada seseorang untuk melaksanakan amanah yang
diberikan oleh bank selaku shahibul maal. Dana tersebut harus
digunakan dengan benar, adil dan harus disertai dengan ikatan dan
syarat-syarat yang jelas serta saling menguntungkan bagi kedua belah
pihak.'*

Pembiayaan atau financing yaitu pendanaan yang diberikan oleh
suatu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang telah
direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun lembaga. Dengan kata lain,
pembiayaan adalah pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung
investasi yang telah direncanakan.?

Pembiayaan dalam perbankan syariah atau istilah teknisnya aktiva
produktif, menurut ketentuan Bank Indonesia adalah penanaman dana
Bank Syariah baik dalam rupiah maupun valuta asing dalam bentuk
pembiayaan, piutang, gardh, surat berharga syariah, penempatan,
penyertaan modal, penyertaan modal sementara, komitmen dan
kontinjensi pada rekening administratif serta sertifikat wadiah Bank
Indonesia.*

Menurut Undang-Undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998
Pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat

dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan

* Veithzal Rivai dan Arviyan Arifin, Islamic Banking Sebuah Teori, Konsep, dan
Aplikasi,Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2010..., h. 698.

® Veithzal Rivai dan Arviyan Arifin, Islamic Banking Sebuah Teori, Konsep, dan
Aplikasi..., h. 681.

® Muhamad, Manajemen Dana Bank Syariah, Jakarta: Rajawali Press, 2014, h. 302.



antara bank dengan dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang
dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka
waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.*’

Dari pengertian di atas, dapat dijelaskan bahwa pembiayaan dapat
berupa uang atau tagihan yang nilainya diukur dengan uang, misalnya
pembiayaan untuk mendirikan perusahaan dan sebagainya. Kemudian
dengan adanya kesepakatan antara bank dan penerima pembiayaan
(nasabah) dengan perjanjian yang telah disepakati bersama antara kedua
belah pihak ( kreditur dan debitur). Yang mana dalam perjanjian tersebut
tercakup hak dan kewajiban masing-masing termasuk jangka waktu
pengembalian dan nisbah bagi hasil yang diperoleh.

Dengan tujuan untuk meminimalisir resiko pembiayaan yang sulit
dihindari tersebut, maka bank syariah akan mengalami kerugian besar
jika ternyata kualitas pembiayaan yang telah disalurkan kurang baik.

2. Unsur Pembiayaan

Pembiayaan pada dasarnya diberikan atas dasar kepercayaaan,
dengan demikian pemberian pembiayaan adalah pemberian kepercayaan.
Hal ini berarti bahwa prestasi yang diberikan benar-benar harus dapat
diyakini dapat dikembalikan oleh penerima pembiayaan sesuai dengan
waktu dan syarat-syarat yang telah disepakati bersama.

Berdasarkan hal di atas unsur-unsur dalam pembiayaan tersebut
adalah:

a. Adanya dua pihak, yaitu pemberi pembiayaan (shahibul maal) dan
penerima pembiayaan (mudharib). Hubungan pemberi pembiayaan
dan penerima pembiayaan merupakan hubungan kerja sama yang
saling menguntungkan, yang diartikan pula sebagai kehidupan
saling tolong menolong.

b. Adanya kepercayaan shahibul maal kepada mudharib yang

didasarkan atas prestasi, yaitu potensi mudharib.

" Kasmir, Bank Dan Lembaga Keuangan Lainnya, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada,
2012, h. 85.



10

c. Adanya persetujuan, berupa kesepakatan pihak shahibul maal
dengan pihak lainnya yang berjanji membayar dari mudharib
kepada shahibul maal. Janji membayar tersebut dapat berupa janji
lisan, tertulis (akad pembiayaan) atau berupa instrumen lain.

d. Adanya penyerahan barang, jasa, atau uang dari shahibul maal
kepada mudharib.

e. Adanya unsur waktu (time element). Unsur waktu merupakan
unsur esensial pembiayaan. Pembiayaan terjadi karena unsur
waktu, baik dilihat dari shahibul maal maupun dilihat dari
mudharib. Misalnya, penabung memberikan pembiayaan sekarang
untuk konsumsi lebih besar di masa yang akan datang. Produsen
memerlukan pembiayaan karena adanya jarak waktu antara
produksi dan konsumsi.

f. Adanya unsur resiko (degree of risk) baik di pihak shahibul maal
maupun di pihak mudharib. Resiko di pihak shahibul maal adalah
resiko gagal bayar (risk of default), baik karena kegagalan usaha
(pinjaman komersial) atau ketidakmampuan bayar (pinjaman
konsumen) atau karena ketidaksediaan membayar. Risiko di pihak
mudharib adalah kecurangan dari pihak pembiayaan, antara lain
berupa shahibul maal yang dari semula dimaksudkan oleh shahibu
Imaal untuk mencaplok perusahaan yang diberi pembiayaan atau
tanah yang dijaminkan.®

3. Tujuan Pembiayaan
Secara umum, tujuan pembiayaan dibedakan menjadi dua
kelompok besar, yaitu tujuan pembiayaan untuk tingkat makro, dan
tujuan pembiayaan untuk tingkat mikro.
Secara makro, pembiayaan bertujuan untuk:
a. Peningkatan ekomoni umat, artinya masyarakat yang tidak dapat

akses secara ekomoni, dengan adanya pembiayaan mereka dapet

® Veithzal Rivai dan Arviyan Arifin, Islamic Banking Sebuah Teori, Konsep, dan
Aplikasi..., h. 701-711.
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melakukan akses ekonomi. Dengan demikian, dapat meningkatkan
taraf ekonominya.

b. Tersedianya dana bagi peningkatan usaha, artinya untuk
pengembangan usaha membutuhkan dana tambahan. Dana tambahan
ini dapat diperolen melakukan aktivitas pembiayaan. Pihak yang
surplus dana menyalurkan kepada pihak minus dana, sehingga dapat
tergulirkan.

c. Meningkatkan  produktifitas, artinya adanya pembiayaan
memberikan peluang bagi masyarakat usaha agar mampu
meningkatkan produktifitasnya. Sebab upaya produksi tidak akan
dapat berjalan tanpa adanya dana.

d. Membuka lapangan kerja baru, artinya dengan dibukanya sektor-
sektor usaha melalui penambahan dana pembiayaan, maka sektor
usaha tersebut akan menyerap tenaga kerja. Hal ini berarti
menambah atau membuka lapangan kerja baru.

e. Terjadinya distribusi pendapatan, artinya masyarakat usaha produktif
mampu melakukan aktifitas kerja, berarti mereka akan memperoleh
pendapatan dari hasil usahanya. Penghasilan merupakan bagian dari
pendapatan masyarakat. Jika ini terjadi maka akan terdistribusi

pendapatan.
Adapun secara mikro, pembiayaan diberikan dalam rangka untuk:

a. Upaya mengoptimalkan laba, artinya setiap usaha yang dibuka
memiliki tujuan tertinggi, yaitu menghasilkan laba usaha. Untuk
dapat menghasilkan laba maksimal maka mereka perlu dukungan
dana yang cukup.

b. Upaya meminimalkan risiko, artinya usaha yang dilakukan agar
mampu menghasilkan laba maksimal, maka pengusaha harus mampu
meminimalisir risiko yang mungkin timbul. Risiko kekurangan

modal usaha dapat diperoleh melalui tindakan pembiayaan.
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c. Pendayagunaan sumber ekonomi, artinya sumber daya ekonomi
dapat dikembangkan dengan melakukan mixing antara sumber daya
alam dan sumber daya manusianya ada, dan sumber daya modal ada.

d. Penyaluran kelebihan dana, artinya dalam kehidupan masyarakat ini
ada pihak yang memiliki kelebihan sementara ada pihak yang
kekurangan,. Dalam kaitannya dengan maslah dana, maka
mekanisme  pembiayaan dapat menjadi jembatan  dalam
penyeimbangan dan penyaluran kelebihan dana dari pihak yang
kelebihan (surplus) kepada pihak yang kekurangan (minus) dana.®®

Sehubungan dengan aktivitas bank islam, maka pembiayaan
merupakan sumber pendapatan bagi bank islam, sehingga tujuan
pembiayaan bank Islam adalah untuk memenuhi kepentingan
stakeholder, yakni :

a. Pemilik
Melalui sumber pendapatan diatas, para pemilik mengharapkan akan
memperoleh penghasilan atas dana yang ditanamkan pada bank
tersebut.

b. Karyawan
Para pegawai dapat memperoleh kesejahteraan dari bank yang
dikelolanya.

c. Masyarakat
1) Pemilik dana

Sebagai pemilik, mereka mengharapkan dari dana yang
diinvestasikan akan memperoleh bagi hasil.

2) Debitur

Para debitur, dengan menyediakan dana baginya, mereka
terbantu guna menjalankan usahanya (sector produktif) atau
terbantu untuk pengadaan barang yang di inginkannya

(pembiayaan) konsumtif.

% Veithzal Rivai dan Arviyan Arifin, Islamic Banking Sebuah Teori, Konsep, dan
Aplikasi..., h. 681-682.
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3) Masyarakat umumnya-konsumen
Mereka dapat memperoleh barang-barang yang dibutuhkannya.
d. Pemerintah
Akibat penyediaan pembiayaan, pemerintah terbantu dalam
pembiayaan pembangunan Negara, di samping itu akan memperoleh
pajak (berupa pajak penghasilan atas keuntungan yang diperoleh
bank dan juga perusahaan-perusahaan)
e. Bank
Bagi bank yang bersangkutan, hasil dari penyaluran pembiayaan,
diharapkan bank dapat meneruskan dan mengembangkan usahanya
agar tetap bertahan dan meluas jaringan usahanya, sehingga semakin
banyak masyarakat yang dapat dilayaninya.’*°
4. Fungsi Pembiayaan
Berdasarkan tujuan  pemberian pembiayaan sebagaimana
disebutkan di atas, serta mengacu kepada tujuan pendirian bank, maka
pembiayaan secara umum memiliki fungsi sebagai berikut:
a. Untuk meningkatkan daya guna uang
Dengan adanya pembiayaan dapat meningkatkan daya guna uang
maksudnya jika uang hanya disimpan saja tidak akan menghasilkan
sesuatu yang berguna. Dengan diberikannya pembiayaan uang
tersebut menjadi berguna untuk menghasilkan barang atau jasa oleh
si penerima pembiayaan.
b. Untuk meningkatkan peredaran dan lalu lintas uang
Dalam hal ini uang yang diberikan atau disalukan akan beredar dari
satu wilayah ke wilayah lainnya sehingga suatu daerah yang
kekurangan uang dengan memperoleh pembiayaan maka daerah
tersebut akan memperoleh tambahan uang dari derah lainnya.

¢. Untuk meningkatkan daya guna barang

19 Muhamad, Manajemen Dana Bank Syariah..., h. 303.
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Pembiayaan yang diberikan oleh bank akan dapat digunakan oleh si
debitur untuk mengolah barang yang tidak berguna menjadi berguna
atau bermanfaat.

Meningkatkan peredaran barang

Pembiayaan dapat pula menambah atau memperlancar arus barang
dari satu wilayah ke wilayah lainnya, sehingga jumlah barang yang
beredar dari satu wilayah ke wilayah lainnya bertambah atau
pembiayaan dapat pula meningkatkan jumlah barang yang beredar.
Sebagai alat stabilitas ekomoni

Dengan memberikan pembiayaan dapat dikatakan sebagai stabilitas
ekomoni karena dengan adanya pembiayaan yang diberikan akan
menambah jumlah barang yang diperlukan oleh masyarakat.
Kemudian dapat pula pembiayaan membantu dalam mengekspor
barang dari dalam negeri ke luar negeri sehingga meningkatkan
devisa negara.

Untuk meningkatkan kegairahan berusaha

Bagi si penerima pembiayaan tentu akan dapat meningkatkan
kegairahan berusaha, apalagi bagi si nasabah yang memang
modalnya pas-pasan.

. Untuk meningkatkan pemerataan pendapatan

Semakin banyak pembiayaan yang disalurkan, akan semakin baik,
terutama dalam hal meningkatkan pendapatan. Jika sebuah
pembiayaan diberikan untuk membangun pabrik, maka pabrik
tersebut tentunya membutuhkan tenaga kerja sehingga dapat pula
mengurangi pengangguran. Disamping itu, bagi masyarakat sekitar
pabrik juga akan dapat meningkatkan pendapatannya seperti
membuka warung atau menyewa rumah kontrakan atau jasa lainnya.
. Untuk meningkatkan hubungan internasional

Dalam hal pinjaman internasional akan dapat meningkatkan saling

membutuhkan antara si penerima pembiayaan dengan si pemberi
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pembiayaan. Pemberian pembiayaan oleh negara lain akan
meningkatkan kerja sama di bidang lainnya.®**
5. Jenis-Jenis Pembiayaan
Sesuai dengan akad pengembangan produk, maka bank islam
memiliki banyak jenis pembiayaan yang pada dasarnya dikelompokkan
menurut beberapa aspek, diantaranya:*'?
a. Pembiayaan menurut tujuan
Pembiayaan menurut tujuan dibedakan menjadi :
1) Pembiayaan modal kerja, yaitu pembiayaan yang dimaksudkan
untuk mendapatkan modal dalam rangka pengembangan usaha
2) Pembiayaan investasi, yaitu pembiayaan yang dimaksudkan
dalam rangka untuk melakukan investasi atau pengembangan
barang konsumtif.
b. Pembiayaan menurut jangka waktu
Pembiayaan menurut jangka waktu dibedakan menjadi:
1) Pembiayaan jangka pendek, pembiayaan yang dilakukan
dengan waktu 1 bulan sampai 1 tahun
2) Pembiayaan waktu menengah, pembiayan yang dilakukan
dengan waktu 1 tahun sampai 5 tahun
3) Pembiayaan jangka panjang, pembiayaan yang dilakukan
dengan waktu lebih dari 5 tahun.
Jenis pembiayaan pada bank islam akan diwujudkan dalam bentuk aktiva
produktif dan aktiva tidak produktif yaitu:
Menurut jenis aktiva produktif
a. Pembiayaan dengan prinsip bagi hasil meliputi:
1) Pembiayaan Mudharabah
Pembiayaan mudharabah adalah transaksi penanaman dana
dari pemilik dana (shahibul mal) kepada pengelola dana

(mudharib) untuk melakukan usaha tertentu sesuai syariah,

1 Kasmir, Bank Dan Lembaga Keuangan Lainnya..., h. 89-90.
12 \eithzal Rivai dan Arviyan Arifin, Islamic Banking Sebuah Teori, Konsep, dan
Aplikasi..., h. 686.
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dengan pembagian hasil usaha antara kedua belah pihak
berdasarkan nisbah yang disepakati sebelumnya.'®*®
2) Pembiayaan Musyarakah
Pembiayaan musyarakah adalah transaksi penanaman dana dari
dua atau lebih pemilik dana atau barang untuk menjalankan
usaha tertentu sesuai syariah dengan pembagian hasil usaha
antara kedua belah pihak sesuai nisbah yang telah disepakati,
sedangkan pembagian kerugian berdasarkan proporsi modal
masing-masing.**
b. Pembiayaan dengan prinsip jual beli (piutang) meliputi:
1) Pembiayaan Bai’ a/-Murabahah
Bai’ al-murabahah adalah jual beli barang pada harga asal
dengan tambahan keuntungan yang disepakati. Dalam bai al-
murabahah, penjual harus memberi tahu harga produk yang ia
beli dan menentukan suatu tingkat keuntungan sebagai
tambahannya.***®
2) Pembiayaan Salam
Dalam pengertian yang sederhana, bai’ as-salam berarti
pembelian barang yang diserahkan di kemudian hari,

sedangkan pembayaran dilakukan di muka.***

3) Pembiayaan Istishna

Transaksi bai’ al-istishna’ merupakan kontrak penjualan antara
pembeli dan pembuat barang. Dalam kontrak ini, pembuat
barang menerima pesanan dari pembeli. Pembuat barang lalu

berusaha melalui orang lain untuk membuat atau membeli

3 A Wangsawidjaja Z, Pembiayaan Bank Syariah, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama,
2012, h. 192.

¥ A Wangsawidjaja Z, Pembiayaan Bank Syariah..., h. 196.

> Muhammad Syafi’i Antonio, Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik, Jakarta: Gema
Insani Press, 2001, h. 101.

' Muhammad Syafi’i Antonio, Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik..., h. 108.
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barang menurut spesifikasi ysng telah disepakati dan

menjualnya kepada pembeli akhir.***’

c. Pembiayaan dengan prinsip sewa meliputi:

1) Pembiayaan ljarah
ljarah adalah perjanjian sewa menyewa suatu barang dalam
waktu tertentu melalui pembayaran sewa.*>*®

2) Pembiayaan ljarah muntahiya biltamlik/Wa Igtina
Pembiayaan ijarah muntahiya biltamlik/wa iqgtina adalah
transaksi sewa-menyewa antara pemilik objek sewa dengan
penyewa untuk mendapat imbalan atas objek sewa yang
disewakan dengan opsi perpindahan hak milik objek sewa.'®*°

d. Surat Berharga Syariah
Surat berharga Islam adalah surat bukti berinvestasi berdarsarkan
prinsip syariah yang lazim diperdagangkan di pasar uang dan atau
pasar modal antara lain wesel, obligasi syariah, sertifikat dana
syariah dan surat berharga lainnya berdasarkan prinsip syariah.!’%

e. Penempatan
Penempatan adalah penanaman dana Bank Islam pada Bank Islam
lainnya atau Bank Pembiayaan Islam antara lain dalam bentuk giro,
tabungan wadiah, deposito berjangka, atau dalam bentuk
penempatan lainnya sesuai dengan prinsip syariah.'®**

f.  Penyertaan Modal
Penyertaan modal adalah penanaman dana bank syariah dalam
bentuk saham pada perusahaan yang bergerak dalam bidang
keuangan syariah, termasuk penanaman dana dalam bentuk surat
utang konversi (convertible bonds) dengan opsi saham (equity

options) atau jenis transaksi tertentu berdasarkam prinsip syariah

Y Muhammad Syafi’i Antonio, Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik..., h. 113.
'8 Muhammad, Manajemen Dana Bank Syariah..., h. 312.
9 A Wangsawidjaja Z, Pembiayaan Bank Syariah..., h. 218.
0 Muhammad, Manajemen Dana Bank Syariah..., h. 312.
2! Muhammad, Manajemen Dana
Bank Syariah..., h. 312
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yang berakibat bank syariah memiliki atau akan memiliki saham
pada perusahaan yang bergerak dalam bidang keuangan syariah.*%

g. Penyertaan Modal Sementara
Penyertaan modal sementara adalah penyertaan modal bank Islam
dalam perusahaan untuk mengatasi kegagalan pembiayaan atau
piutang (debt to equity swap) sebagaimana dimaksud dalam
ketentuan bank Indonesia yang berlaku, termasuk dalam surat utang
konvesi (convertible bonds) dengan opsi saham (equity options) atau
jenis transaksi tertentu yang berakibat bank Islam memiliki atau akan
memiliki saham pada perusahaan nasabah.?%%

h. Transaksi Rekening Administratif
Transaksi rekening administrati adalah komitmen dan kontijensi (Off
Balance Sheet) berdasarkan prinsip syariah yang terdiri atas bank
garansi, akseptsi/endosemen, Irrevocable Letter of Credit (L/C),
akseptasi wesel impor atas L/C berjangka, standby L/C, dan garansi
lain yang berdasarkan prinsip syariah.?*

I.  Sertifikat Wadiah Bank Indonesia (SWBI)
SWBI adalah sertifikat yang diterbitkan Bank Indonesia sebagai

bukti penitipan dana berjangka pendek dengan prinsip wadiah.?**®

Jenis aktiva tidak produktif yang berkaitan dengan pembiayaan
adalah pembiayaan Qardh. Pembiayaan Qardh atau Talangan adalah
penyediaan dana atau tagihan antara bank islam dengan pembiayaan
yang mewajibkan pihak peminjam melakukan pembayaran sekaligus

atau secara cicilan dengan jangka waktu tertentu.%

6. Kualitas Pembiayaan

22 Muhammad, Manajemen Dana Bank Syariah..., h. 313.
2 Veithzal Rivai dan Arviyan Arifin, Islamic Banking..., h. 689.
24 Muhammad, Manajemen Dana Bank Syariah..., h. 313.
% Muhammad, Manajemen Dana Bank Syariah..., h. 314.
?® \/eithzal Rivai dan Arviyan Arifin, Islamic Banking..., h. 689.
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Unsur utama dalam menentukan kualitas tersebut oleh waktu
pembayaran bagi hasil, pembayaran angsuran maupun pelunasan
pokok pembiayaan dan dirinci, sebagai berikut:?**’

a. Pembiayaan lancar (pass)

Pembiayaan yang digolongkan lancar apabila memenuhi kriteria

sebagai berikut :

1) Pembayaran angsuran pokok atau bunga tepat waktu

2) Memiliki mutasi rekening yang aktif

3) Bagian dari pembiayaan yang dijamin dengan agunan tunai

(cash Collateral)
b. Perhatian Khusus (Special Mention)

Pembiayaan yang digolongkan ke dalam pembiayaan dalam

perhatian khusus apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:

1) Terdapat tunggakan angsuran pokok atau bunga yang belum

melampaui 90 hari

2) Kadang-kadang terjadi cerukan

3) Mutasi rekening relatif aktif

4) Jarang terjadi pelanggaran terhadap kontrak yang diperjanjikan

5) Didukung oleh pembiayaan baru
c. Kurang Lancar (Substandard)

Pembiayaan yang digolongkan ke dalam pembiayaan kurang lancar

apabial memenubhi kriteria berikut ini:

1) Terdapat tunggakan angsuran pokok atau bunga yang telah

melampaui 90 hari

2) Sering terjadi cerukan

3) Frekuensi mutasi rekening relatif rendah

4) Terjadi pelanggaran terhadap kontrak yang diperjanjiakan lebih

dari 90 hari

5) Dokumentasi pinjaman yang lemah

*” Veithzal Rivai dan Arviyan Arifin, Islamic Banking Sebuah Teori, Konsep, dan
Aplikasi..., h. 742.
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d. Diragukan (Doubtful)
Pembiayaan yang digolongkan ke dalam pembiayaan diragukan
apabila memenubhi kriteria sebagai berikut:
1) Terhadap tunggakan angsuran pokok atau bunga yang telah
melampaui 180 hari
2) Terjadi cerukan yang bersifat permanen
3) Terjadi wanprestasi lebih dari 180 hari
4) Terjadi kapitalisasi bunga
5) Dokumentasi hukum vyang lemah baik untuk perjanjian
pembiayaan maupun pengikatan jaminan
e. Macet (Loss)
Pembiayaan yang digolongkan ke dalam pembiayaan macet
apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:
1) Terdapat tunggakan angsuran pokok atau bunga yang telah
melampaui 270 hari
2) Kerugian operasional ditutup dengan pinjamam baru
3) Dari segi hukum maupun kondisi pasar, jaminan tidak dapat
dicairkan pada nilai wajar.
B. Pembiayaan Mudharabah
1. Pengertian Mudharabaah
Mudharabah berasal dari kata dharab, berarti memukul atau
berjalan. Pengertian memukul atau berjalan ini lebih tepatnya adalah
proses seseorangmemukulkan kakinya dalam menjalankan usaha.
Mudharabah adalah akad kerjasama usaha antara dua pihak di
mana pihak pertama menyediakan selurun modal 100% (shohibul
maal), sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola usaha
(mudharib).??®
Mudharabah adalah suatu transaksi pembiayaan berdasarkan

syariah, yang digunakan sebagai transaksi pembiayaan perbankan

%8 Syafi’l Antonio, Bank syariah dari teori ke praktik, Jakarta : Gema Insani perss, 2001,
h. 95
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islam, yang dilakukan oleh para pihak berdasarkan kepercayaan.
Kepercayaan merupakan unsur terpenting dalam transaksi pembiayaan
mudharabah, kepercayaan yang dimaksud adalah kepercayaan dari
shahib Al-mal kepada mudharib, kepercayaan merupakan unsur
terpenting, karena dalam transaksi mudharabah, shahib Al-mal tidak
boleh meminta jaminan atau agunan dari mudharib dan tidak boleh
ikut campur di dalam pengelolaan proyek, shahibul al-mal hanya boleh
memberikan saran-saran tertentu kepada mudharib.??

Menurut mazhab maliki dan syafi’i mudharabah disebut
dengan girad yang berarti memutuskan, dalam hal ini si pemilik uang
itu telah memutuskan untuk menyerahkan sebagian uangnya untuk
diperdagangkan berupa barang-barang dan memutuskan sekalian
sebagian dari keuntungannya bagi pihak kedua yang mengelolanya.

Menurut Al-Mushlih dan Ash-shawi, mudharabah adalah
penyerahan modal uang kepada orang yang berniagan sehingga ia

mendapatkan presentase keuntungan.?’®

2. Landasan Hukum Mudharabah

a. Al-Qur’an
a) QS. An-Nisa: 29

» Sutan Remy Sjahdeini, Perbankan islam dan kedudukannya dalam tata hukum

perbankan Indonesia, Jakarta : PT Pustaka Utama Grafiti, 2007, h. 27

h.60-61

%0 Ascarya, Akad dan produk bank syariah, Jakarta : PT Raja grafindo persada, 2008,



22

£ _g e 8 A sE . 38 Fe .. i ;
ol /\ J,/E_'Jlf {gésu...“u FQS" pVe= N F*y ./ﬁ,ﬂ el
’} P [ C’ P i /G;} v - A2
vgfugdb‘u/‘ I sk Ny Vg-x.fu'piju.coj‘f-\) 5

ooy

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu
saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil,
kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka
sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh
dirimu” " Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang
kepadamu.

[287) |_arangan membunuh diri sendiri mencakup juga larangan
membunuh orang lain, sebab membunuh orang lain berarti
membunuh diri sendiri, karena umat merupakan suatu

kesatuan.

b) QS. Al-Bagarah: 283
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Artinya : “Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah
tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang
penulis, Maka hendaklah ada barang tanggungan yang
dipegang!®”! (oleh yang berpiutang). akan tetapi jika sebagian
kamu mempercayai sebagian yang lain, Maka hendaklah yang
dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan
hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah
kamu (para saksi) Menyembunyikan persaksian. dan
Barangsiapa yang menyembunyikannya, Maka Sesungguhnya
la adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha

mengetahui apa yang kamu kerjakan.”

189 Barang tanggungan (borg) itu diadakan bila satu sama lain

tidak percaya mempercayai.

b. Al-Hadits
a) Ibnu Abbas r.a meriwayatkan bahwa Abbas bin abdul muthalib,
jika menyerahkan harta sebagai mudharabah, ia mensyaratkan
kepada mudharib (pengelola) nya agar tidak mengaraungi lautan

dan tidak menuruni lembah, serta tidak membeli hewan ternak.
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Jika persyaratan itu dilanggar maka mudharib harus
menanggung resikonya.ketika persyaratan ibnu Abbas didegar
oleh Rasullah, beliau membenarkannya. (H.R.Thabrani)

b) Shuhaib r.a berkata : Rasulluah bersabda “ ada tiga hal yang
mengandung berkah: jual beli tidak secara tunai, mudharabah,
mencampur gandum dengan jewawut untuk keperluan rumah
tangga, bukan untuk dijual.” (H.R Ibnu Majah )28

c. Fatwa No : 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan
mudharabah (giradh)
Menimbang, mengingat, memperhatikan, memutuskan,

menetapkan: fatwa tentang pembiayaan Mudharabah
a. Pertama : ketentuan pembiayaan

1) Pembiayaan mudharabah adalah pembiayaan yang
disalurkan oleh LKS kepada pihak lain untuk suatu usaha
yang produktif.

2) Dalam pembiayaan ini LKS sebagai shahibul maal (pemilik
dana) membiayai 100% kebutuhan proyek (usaha),
sedangkan pengusaha (nasabah) bertindak sebagai mudharib
atau pengelola usaha.

3) Jangka waktu usaha, tata cara pengembalian dana, dan
pembagian keuntungan ditentukan berdasarkan kesepakatan
kedua belah pihak (LKS dan pengusaha).?**?

4) Mudharib boleh melakukan berbagai macam usaha yang
telah disepakati bersama dan sesuai dengan prinsip syariah,
dan LKS tidak ikut serta dalam manajemen perusahaan atau
proyek tetapi mempunyai hak untuk melakukan
pengawasan dan pembinaan.

5) Jumlah dana pembiayaan harus dinyatakan dengan jelas

dalam bentuk tunai bukan piutang.

31 Syafi’l Antonio, Bank syariah dari teori ke praktik, Jakarta : Gema Insani perss, 2001,
h. 95
32 zainudin Ali, Hukum perbankan syariah, Jakarta : Sinar grafika, 2008, h. 250-251
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6) LKS sebagai penyedia dana menanggung semua kerugian
akibat dari mudharabah, kecuali jika mudharib (nasabah)
melakukan kesalahan yang disengaja, lalai, atau menyalahi
perjanjian.

7) Pada prinsipnya, dalam pembiayaan mudharabah tidak ada
jaminan, namun agar mudharib tidak melakukan
penyimpangan, LKS dapat meminta jaminan dari mudharib
atau pihak ketiga. Jaminan ini hanya dapat dicairkan apabila
mudharib terbukti melakukan pelanggaran terhadap hal-hal
yang telah disepakati bersama dalam akad.

8) Kriteria pengusaha, prosedur pembiayaan, dan mekanisme
pembagian  keuntugan diatur oleh LKS dengan
memperhatikan fatwa DSN.

9) Biaya operasional dibebabankan oleh mudharib.

10) Dalam hal penyandang dana (LKS) tidak melakukan
kewajiban atau melakukan pelanggaran  terhadap
kesepakatan, mudharib berhak mendapat ganti rugi atau
biaya yang telah dikeluarkan.

b. Kedua : Rukun dan syarat pembiayaan
1) Penyedia dana (shahibul maal) dan pengelola (mudharib) harus

cakup hukum.

2) Pernyataan ijab dan gabul harus dinyatakan oleh para pihak
untuk menunjukkan kehendak mereka dalam mengadakan
kontrak (akad), dengan memperhatikan hal-hal berikut :

a) Penawaran dan penerimaan harus secara eksplisit
menunjukkan tujuan kontrak (akad).

b) Penerimaan dari penawaran dilakukan pada saat kontrak.

c) Akad dituangkan secara tertulis, melalui korespondensi,

atau dengan menggunakan cara-cara komunikasi modern.
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3) Modal ialah sejumlah uang dan atau asset diberikan oleh

penyedia dana kepada mudharib untuk tujuan usaha dengan

syarat sebagai berikut :

a)
b)

Modal harus diketahui jumlah dan jenisnya

Modal dapat berbentuk uang atau barang yang dinilai. Jika
modal diberikan dalam bentuk asset, maka aset tersebut
harus dinilai pada waktu akad.

Modal tidak dapat berbentuk piutang dan harus dibayarkan
kepada mudharib, baik secara bertahap maupun tidak,

sesuai dengan kesepakatan dalam akad.

4) Keuntungan mudharabah adalah jumlah yang didapat sebagai

kelebihan dari modal. Syarat keuntungan berikut ini harus

dipenuhi :

a)

b)

5)

Harus diperuntukkan bagi kedua pihak dan tidak boleh
disyaratkan hanya untuk satu pihak.
Bagian keuntungan proposional bagi setiap pihak harus
diketahui dan dinyatakan pada waktu kontrak disepakati
dan harus dalam bentuk presentase (nisbah) dari
keuntungan sesuai kesepakatan. Perubahan nisbah harus
berdasarkan kesepakatan.
Penyedia dana menanggung semua kerugian akibat dari
mudharabah, dan pengelola tidak boleh menanggung
kerugian apa pun kecuali diakibatkan dari kesalahan
disengaja, kelelaian, atau pelanggaran kesepakatan.
Kegiatan usaha oleh pengelola (mudharib), sebagai
perimbangan (mugabil) modal yang disediakan oleh
penyedia dana, harus memperhatikan hal-hal berikut :
a) Kegiatan usaha adalah hak eksklusif mudharib, tanpa
campuran tangan penyedia dana, tetapi ia mempunyai

hak untuk melakukuan pengawasan.
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b) Penyedia dana tidak boleh mempersempit tindakan
pengelola sedemikian rupa yang dapat menghalangi
tercapainya tujuan mudharabah, yaitu keuntungan.

c) Pengelola tidak boleh menyalahi hukum syariah islam
dalam tindakannya yang berhubungan dengan
mudharabah, dan harus mematuhi kebiasaan yang
berlaku dalam aktivitasi itu.

c. Ketiga : beberapa ketentuan hukum pembiayaan

1) Mudharabah boleh dibatasi pada tertentu.

2) Kontrak tidak boleh dikaitkan (mu’allaq) dengan sebuah
kejadian di masa depan yang belum tentu terjadi.

3) Pada dasarnya, dalam mudharabah tidak ada ganti rugi, karena
pada dasarnya akad ini bersifat amanah, kecuali akibat dari
kesalahan disengaja, kelelaian, atau pelanggaran kesepakatan.

4) Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau
jika terjadi perselihan di antara kedua belah pihak, maka
penyelesainnya dilakukan melalui badan arbitrasi syariah
setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.

3. Rukun akan mudharabah
Faktor-faktor yang harus ada (rukun) dalam akad mudharabah adalah:
a. Pelaku (pemilik modal maupun pelaksana usaha).
b. Objek mudharabah (modal dan kerja).
c. Persetujuan kedua belah pihak (ijab gabul).
d. Nisbah keuntungan.

Pelaku. Jelas bahwa rukun dalam akad mudharabah sama
dengan rukun dalam akad jual beli ditambah satu faktor tambahan,
yakni nisbah keuntungan. faktor pertama pelaku, didalam akad
mudharabah minimal ada dua pelaku, pihak pertama bertindak sebagai
pemilik modal (shahibul maal), sedangkan pihak kedua bertindak
sebagai pelaksana usaha (mudharib). Tanpa dua pelaku ini akad
mudharabah tidak ada.
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Objek. Fakor kedua (objek mudharabah) merupakan
konsekuensi logis dari tindakan yang dilakukan oleh para pelaku.
Pemilik modal menyerahkan modalnya sebagai objek mudharabah,
sedangkan pelaksana usaha menyerahkan kerjanya sebagai objek
mudharabah. Modal yang diserahkan bisa berbentuk uang atau barang
yang dirinci berapa nilai uangnya. Sedangkan kerja yang diserahkan
bisa berbentuk keahlian, ketrerampilan, skill, dsb. Tanpa dua objek ini
akad mudharabah tidak ada. Para fugaha sebenarnya tidak
membolehkan modal mudharabah berbentuk barang, harus uang tunai
karena barang tidak dapat dipastikan taksiran harganya dan
mengakibatkan ketidakpastian besarnya modal mudharabah. Namun
para ulama mazhab hanafi membolehkannya dan nilai barang yang
dijadikan setoran modal harus disepakati pada saat akad oleh
mudhaeib dan shahibul maal. Yang jelas tidak boleh adalah modal
mudharabah yang belum disetor. Para fugaha telah sepakat tidak
bolehnya mudharabah dengan hutang, tanpa adanya setoran modal,
berarti shahibul maal tidak memberikan kontribusi apa pun padahal
mudharib telah bekerja. Para ulama syafi’i dan maliki melarang hal itu
karena merusak sahnya akad.

Persetujuan. Faktor ketiga yaitu persetujuan kedua belah
pihak merupakan frekuensi dan prinsip sama-sama rela. Disini kedua
belah pihak harus secara rela bersepakat untuk mengikatkan diri
dalam akad mudharabah. Si pemilik dana setuju dengan perannya
untuk mengkontribusikan dana, sementara si pelaksana usaha pun
setuju dengan perannya untuk mengkontribusikan kerja.

Nisbah keuntungan. Faktor yang keempat yaitu nisbah
adalah rukun yang khas dalam akad mudharabah, yang tidak ada pada
jual beli. Nisbah ini mencermnikan imbalan yang berhak diterima oleh
kedua belah pihak yang bekerjasama atau bermudharabah. Mudharib
mendapatkan imbalan atas kerjanya, sedang shahibul maal

mendapatkan imbalan atas penyertaan modalnya. Nisbah keuntungan
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inilah yang akan mencegah terjadinya perselisihan antara kedua belah
pihak mengenai cara pembagian keuntungan.
4. Jenis Mudharabah
Mudharabah terbagi menjadi dua jenis, yaitu sebagai berikut :
a. Mudharabah Mutlagah
Mudharabah mutlagah (investasi tidak terikat) yaitu bentuk
kerjasama antara bank (shahibul maal) dengan nasabah (mudharib)
dalam menjalankan usahayang cakupannya sangat luas, tanpa
larangan atau gangguan apapun urusan yang berkaitan dengan
proyek itu tidak terikat dengan waktu, tempat, jenis, perusahaan,
dan pelanggan. Investasi tidak terikat ini pada usaha perbankan
syariah diaplikasikan pada tabungan dan giro.
b. Mudharabah Mugayadah
Mudharabah mutlagah (investasi terikat) yaitu pemilik dana
atau shahibul al-mal membatasi atau memberi syarat kepada
mudharib dalam pengelolaan dana seperti misalnya hanya untuk
melakukan mudharabah bidang tertentu, cara, waktu, dan tempat
tertentu saja. Bank dilarang mencampurkan rekening investasi
terikat dengan dana bank atau dana rekening lainnya pada saat
investasi. Bank dilarang untuk investasi dananya pada transaksi
penjualan cicilan tanpa penjamin atau jaminan. Bank diharuskan
melakukan investasi sendiri tidak melalui pihak ketiga. Jadi, dalam
investasi terikat ini pada prinsipnya bank sebagai agen saja dan atas
kegiatannya tersebut bank menerima imbalan berupa fee.
5. Manfaat Dan Resiko Mudharabah
Resiko yang terdapat dalam pembiayaan mudharabah bagi
perbankan relatif tinggi, khususnya jika melihat hukum yang tidak
memperbolehkan jaminan kecuali sifatnya hanya untuk menjaga agar
nasabah tidak lalai atau sengaja melakukan kesalahan.
Kemungkinan timbulnya resiko tersebut bisa dikategorikan

sebagai berikut:
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a. Nasabah menggunakan dana itu bukan seperti yang disebut dalam
Kontrak.
b. Lalai dan kesalahan yang disengaja.
c. Penyembunyian keuntungan oleh nasabah, bila nasabahnya tidak
jujur.3°33
Sedangkan manfaat akad mudharabah adalah sebagai berikut :
a. Bank akan menikmati peningkatan bagi hasil pada saat keuntungan

usaha nasabah meningkat.

b. Bank akan lebih selektif dan hati-hati mencari usaha yang benar-
benar halal, aman, dan menguntungkan karena keuntungan yang

konkrit dan benar-benar terjadi itulah yang akan dibagikan.

c. Pengembalian pokok pembiayaan disesuaikan dengan arus kas
usaha nasabah sehingga tidak memberatkan nasabah.

d. Prinsip bagi hasil dalam akad mudharabah ini berbeda dengan
prinsip bunga tetap dimana bank akan menagih penerima
pembiayaan (nasabah) satu jumlah bunga tetap berapa pun
keuntungan yang dihasilkan nasabah, sekalipun merugi dan terjadi

krisis ekonomi.

6. Skema Pembiayaan Mudharabah

3 Abdullah Saeed, Menyoal Bank Syari’ah, Jakarta : Paramadina, 2006, h. 78
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Skema al=Mudharabah
PERJANJIAN
’ ' BAGI HASIL ' l
Nasabah Bank
(Mudharib) e MC:DOS\J/_O (Shahibul Maal)

A
\ PROYEK/LISAHA /
Nisbah ‘ Nisbah
X% PEMBAGIAN Y%
KEUNTLINGAN
‘ Pengambilan
Modal Pokok
| MODAL | |

Keterangan skema mudharabah :

Bank (shahibul maal) dan nasabah (mudharib) meyepakati akad mudharabah
untuk usaha yang akan dijalankan. Modal 100 % dari bank dan nasabah sebagai
pengelola usaha. Proyek usaha menghasilkan laba atau rugi. Jika laba, dibagi

sesuai nisbah Jika rugi ditanggung pemilik dana (bank).**

C. Asuransi ta’awun

1. Pengertian asuransi ta’awun

Asuransi adalah suatu perjanjian dimana seseorang penanggung
mengikatkan diri kepada seseorang tertanggung dan menerima premi untuk
memberikan pergantian kepadanya karena kerugian, kerusakan, atau kehilangan
keuntungan yang diharapkan, yang mungkin akan dideritanya karena suatu
peristiwa yang tak tentu.>**

Asuransi ta’awun termasuk akad tabarru yang tujuannya murni

takaful(asuransi syariah) dan ¢a’awun (saling menolong) dalam menutup kerugian

% Wangsawidjaja, Pembiayaan Bank Syariah, Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama,
2012, h.194

% Ahmad Rodani, Analisis Teknikal dan Fundamental pada Dasar Modal, Jakarta :
CSES, 2005, h.96.
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yang timbul dari bahaya dan musibah. Sehingga premi dari anggotanya bersifat
hibah (tabarru).
2. Prinsip-Prinsip Asuransi Syariah
Asuransi syariah dijalankan berdasarkan prinsip-prinsip yang sesuai
dengan syari‘at Islam. Asuransi syari‘ah ditegakkan di atas 3 prinsip dasar yaitu
saling bertanggung jawab, saling tolong—-menolong dan saling melindungi.®**°
a. Prinsip Bertanggung Jawab
Para peserta asuransi setuju untuk saling bertanggung jawab antara
satu sama lain. Memikul tanggung jawab dengan niat ikhlas adalah
ibadah. Kemiskinan dalam konsep Islam merupakan kemungkaran,
sebab itu umat Islam punya tanggung jawab untuk mengubahnya.
Konsep asuransi syariah merupakan salah satu cara untuk mengubah
kehidupan masyarakat agar mereka tidak selalu ditimpa oleh
kemiskinan dalam mengarungi hidup ini, hal ini dapat dilakukan
dengan cara tidak meninggalkan generasi yang lemah mental
spiritual dan ekonomi. Dalam konsep Islam, tanggung jawab sesama
muslim itu merupakan fardhu kifayah. Salah satu amanah yang
dibebankan Allah kepadanya adalah menyeru kebaikan dan melarang
dari kemungkaran. Rasulullah menegaskan kewajiban individu dan
masyarakat dalam melaksanakan tanggung jawab social, dasar
penetapannya ialah karena kemaslahatan umum (maslahat
amah).Asuransi syariah bertujuan untuk melaksakan masalah ini.
b. Prinsip Tolong-Menolong (Ta'awun) dan Saling Kerjasama.
Prinsip yang paling utama dalam konsep asuransi syariah adalah
prinsip tolong-menolong baik pada Life asuransi maupun General
asuransi. Taawun adalah pondasi dasar dalam menta'awun adalah
pondasi dasar dalam menegakkan konsep asuransi syariah. Ta'awun
juga dapat menjadi fondasi dalam membangun sistem ekonomi yang

kokoh, agar pihak yang kuat dapat membantu yang lemah,

% panduan Syarikat Takaful Malaysia, 1984. h.11.
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masyarakat yang kaya memperhatikan yang miskin dan
seterusnya,dan begitu fondasi sistem ekonomi akan kokoh.

c. Prinsip Saling Melindungi dan Berbagi Kesusahan.
Para peserta asuransi Islam setuju untuk saling melindungi dari
kesusahan, bencana dan sebagainya. Dalam surat Al-Quraisy Allah
memberikan janji keselamatan dan melindungi dari ancaman
kelaparan dan ketakutan. Lapar adalah gambaran keperluan jasmani

dan takut adalah gambaran keperluan rohani. ¥’

%" panduan Syarikat Takaful Malaysia, 1984,h. 13.



